
T T 

• 

' 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR '·TAHUN 2010 

TENTANG 
PENJABARRAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS BINA MARGA PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATT JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) 
Persturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1T 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, 
Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral 
Kabupaten Jepara; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, pertu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalamn 
Ling#ungan Propinsi Jewa Tengan; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lemnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara PRepublik Indonesia Nomor 

4438) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 185, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pererintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan emerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) 

7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Persturan Perundang-undangan, 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pererintahan yang menjadi 
Kewenangan Permenintahan Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Normor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 2) 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jpara Nomot 17 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 17,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN 

ENERGI SUMBER DAYA MINERAI KABUPATEN JEPARA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dimnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara 
4. Sekretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
5. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas 

Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit 

pelaksana teknis Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya 
Mineral 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 
berada pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya 
Mineral terdini dari; 
1. Kepala; 
2. Sekretariat, membawahi 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b) Sub Bagian Keuangan, 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Bina Marga, membawahi 
a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, 
b) Seksi pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

4. Bidang Pengairan, membawati: 
a) Seksi Bina Manfaat; 
b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan 
c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Pengaliran 

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi: 
a) Seksi Energi 
b) Seksi Sumber Daya Mineral, 

6. UPT. 

7 Kelompok Jabatan Fungsional. 



BAB Ill 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan 
Energi Sumber Daya Mineral 

Pasal 3 

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral mempunyal 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga, pengairan dan energi 
sumber daya mineral 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, Dinas 
Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi: 
a. perumusan ebijakan teknis sesuai dengan ling#up tugas0ya, 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umurm sesuai dengan 

ling#up tugasnya, 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ling#up tgasnya; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

tungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral 
mempunyai tugas memimpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas 
polok dan fungsi Dinas sebagaimnana dirnaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Sekretaniat 

Pasal 6 

(1)Sekretariat mempunyal tugas melaksanaan egiatan surat-menyurat 
perjalanan dinas, pertengiapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a perencanaan, evaluasi dan laporan; 
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b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtangan dan 
perjalanan dinas, ; 

c. pengelolaan urusan kepegawaian, euangan dan dokumentasi; 
d. penyajian bahan kebijakan pimpinan; 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya 

Pasal 8 

(1) Sekretariat terdini dart: 
a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada 
Sekretaris 

Pasal 9 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas meryusun rencana 
dan evaluasi pelasanaan program egiatan serta laporan Instasi 

Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairmana dirnaksud dalamn Pasal 9, Sub 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi merpunyai fungsi 
a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja, 
b. penyusunan dan mengkoordinasik.an penyusunan Rencana Strategis, 

Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan 
Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah 

c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintat 
dan laporan-laporan insidentit; 

d. pelaksanaan pengurmpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajan data 
dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan 
pembinaan organisasi dan tatalaksana 

e penyusunan laporan sesuai dengan ling#up tugasya, 
f pengkoordinasian penyiapan bahan perurusan ebijakan teknis di bidang 

Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat 
pelaporan kegiatan Dinas; 

g pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan ling#up tugasnya 

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan ssuai dengan 
ling#up tugasnya; 

l pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai engan ling#up 
tugasnya 

j penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan 
lingkup tugasnya, 

k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
I penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 
m pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 



Pasal 11 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata 
usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungiawaban 
administrasi keuangan 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, 
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
a. perencanaan keuangan Dinas; 
b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung, 
c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, 

rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tal 

langsung 
d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungiawaban keuangan, 
e. pelaksanaan koordinasi secara internal di ling#ungan unit kerja; 
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi euangan dan 

akuntansi Dinas; 
g penyusunan laporan sesuai dengan ling#up tugas0ya, 
h. pengkoordinasian penyiapan bahan perurmusan kebijakan teknis dibidang 

keuangan, 
pemberian saran, pendapat dan pertirmbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan ling#up tugasnya, 

j pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan ling#up tugasnya; 
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan ling#up 

tugasnya, 
l penyiapan bahan penyusunan laporan inerja dan keuangan sesuai dengan 

ling#up tugasnya, 
m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi inerja bawahannya 
n. pelaksanaan tugas-tugs lain yang dibenikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, 
perlengkapan, dan kepegawaian. 

PAsal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diraksud dalamn Pasal 13, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi 
a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang; 
b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor, 
c. pelaksanaan ketatalaksanaan ururmn meliputi administrasi urnumn, surat 

menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 
d pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas; 
e. pelasanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; 
f pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor, 
g pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan ewajban 

pegawai; 
h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umumn dan kepegawaian, 
i. pelaksanaan koordinasi secara internal di ling#ungan unit erja 
j pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan; 
k. pengkoordinasian perryiapan bahan perurmusan kebijakan teknis di bidang 

Umum dan kepegawaian, 
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l pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugas0ya 

m. pengioordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugas0ya 

n. peryiapan bahan penyusunan laporan kinera dan keuangan sesuai bidang 
tugasnya; 

0. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai 
lingkup tugasnya; 

p pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 

Bidang Bina Marga 

Pasal 15 

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan 

pembangunan dan pereliharaan jalan dan jernbatan 

(2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi 
Sumber Daya Mineral. 

Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dimnaksud dalam Pasal 15, Bidang 
Bina Marga mempunyai fungsi: 
a penyusunan dan pelaksanaan rencane teknis, Programn, permnbinan dan 

bimbingan teknis pembangunan dan pereliharaan jalan dan jemnbatan; 
b. permantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan 
c rekomendasi perijinan dan pengaturan serta pengawasan peranfataan jalan, 

dan jembatan; 
d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan permeliharaan jalan dan jembatan, 
e. pembangunan jalan dan jermbatan alibat bencana alam ;  
f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya; 
g. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Bina Marga; 
h. pelaksanaan monitoring dan pengawasan kebijaksanaan teknis di bidang 

bina marga; 
i pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, 

Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 17 

(1) Bidang Bina Marga terdini dart: 
a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 
b) Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala 
Bidang Bina Marga 
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Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan, mernpunyai tugas mempersiapk.an 
bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama 
dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn asal 18, Seksi 
Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : 
a penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, perbinaan dan 

bimbingan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan; 
b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, 
c. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah /desa dan 

jalan kota 
d. Penetapan status jalan Daerah /desa dan jalan kota 
e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan janingan jalan Daerah 

ldesa dan jalan kota 
f. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah /desa 

dan jalan ota 

g Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah ldesa 
dan jalan kota 

h. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan jembatan; 
l peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pembangunan jalan dan 

jembatan; 
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan egiatan di bidang 

pembangunan jalan dan jembatan; 
k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pembangunan jalan dan 

jembatan; 
I pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga 

sesuai tugas dan fungsinya; 

Pasal 20 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jernbatan mempunyai tugas mernpersiapk.an 
bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama 
dan pelaksanaan kegiatan pereliharaan Jalan dan jembatan 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnalsud dalam Pasat 20, Selsi 
pereiharaan jalan dan jembatan merpunyai fungsi' 
a penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan 

bimbingan teknis di bidang pereliharaan jalan dan jembatan; 
b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, 
c. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pereliharaan jalan dan 

jembatan; 
d pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegitan di bidang 

permeliharaan jalan dan jembatan; 
e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi perelharaan jalan dan 

jembatan 
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga 

sesuai tugas dan fungsinya 
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Bagian Kelimna 

Bidang Pengairan 

Pasal 22 

(1) Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan, membangun dan 
memelihara sarana dan prasarana pengairan / sungai dan pemnbinaan 
manfaat pengairan dan pengaliran / drainase 

(2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi 
Surber Daya Mineral 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 22, Bidang 
pengairan merpunyai fungsi 
a perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang 

pengairan / sungai dan pengaliran / drainase 
b. pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, 

peningkatan dan pengemnbangan operasi serta pemneliharsan dan 
pengarmanan pengairan / sungai dan pengaliran / drainase 

c. perijinan, pengaturan dan pengaranan pemanfaatan air permulaan dan atau 
sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan gaan golo9an 
C pada alur sungai untuk pengairan; 

d. penanggulangan pengairan alibat bencana banjir dan bencana alam lainnya 
serta usaha pengendalian erosi; 

e. pengurmpulan dan pengolahan data serta pelaporan dibidang pengairan / 
sungai dan pengaliran / drainase; 

f. pertindungan, pengaranan, peranfaatan dan pengendalian kuantitas air 
payau, muara dan delta; 

g pelaksaraan kordinasi dan erjasama pembangunan pengairan / sungai dan 
pengaliran / drainase 

h. pembinaan kelembagaan pengelola pengairan, 
i bimbingan teknis dan manajernen pengelola pengairan; 
j penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Pengairan; 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga 

Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya 

Pesal 24 

(1) Bidang Pengairan terdini dart: 
a. Seksi Bina Manfaat, 
b. Seksi embangunan dan Permeliharaan Pengairan 
c. Seksi embangunan dan Pemeliharaan engaliran 

(2) Masing-masing Seksi sebagairana dimnaksud pada ayat (1) dipimpin olet 

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungawab kepada Kepala 
Bidang Pengairan 
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Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan1, pengerbangan, 
peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan, inigasi air tanah, janingan 
tersier, sekunder, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, 
rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan 
Cpada alur sungai / pengairan. 



Untuk mnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 25, Selsi 

Bina Manfaat mempunyai fungsi 
a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teinis 

di bidang Bina Manfaat; 
b pelaksanaan operasi dan pemeliharaan janingan inigasi, 
c. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi inigasi kecit / 

pedesaan dan irigasi air tanah; 
d. pemberian perizinan air permukaan, sumber air, rekomendasi perizinan serta 

pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sunga; 
e. pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi kegiatan dibidang Bina 

Manfaat; 
f. pengaturan pemanfaatan air / penyusunan pola dan tata tanam; 
g penyelenggaraan kegiatan-kegiatan administrasi Seksi Bina Manfaat; 
h. pembinaan kelembagaan pengelola pengaran; 
i koordinasi dan kerjasama di bidangnya; 
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan 

sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 27 

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengendalian kualitas 
air, pelestarian sumber air dan peningkatan serta rehabilitasi janingan inigasi, 
sungai dan rawa serta mermelihara bangunan /sarana prasarana pengairan 

Pasal 28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairmana dimaksud dalamn Pasal 27, Seksi 
Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan merpunyai fungsit 
a. penyusunan programn, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis 

dibidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan / sungai, 
b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan dan 

pemeliharaan pengairan / sungai; 
c pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi janingan 

inigasi, sungai dan rawa 

d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan hidrometni, pengendalian 
uantitas air serta pelestarian sumber air; 

e. penyiapan pelaksanaan penanggulangan bencana alarn, pertindungan, 
pengamanan, pemanfaatan, pengendalian penceraran, 

f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan 
Pemeliharaan; 

g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan 
sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 29 

Seksi embangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengendalian serta 
rehabilitasi jaringan pengaliran / drainase 

Pasat 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasal 29, Seksi 
Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai fungsi 
a penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan tenis 

dibidang pembangunan dan permeliharaan pengaliran / drainase; 



- 

b. pengt vasan, pengendn lia n  dan  evaluasi  di  bidang  pembin in dan 
permeliharp an pengaliran / drainase 

c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabitasi janingan 
pengaliran / drainase; 

d penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan 
Pemeliharaan Pengaliran; 

e. pelasanaan tu gt  tuga lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Pengairan 
sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Keenan 

Bidang Energi dan Surber Daya Mineral 

Pasal 31 

(2) Bidang Energi dan Surber Daya Mineral dipimnpin oleh seorang Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggungawab epada Kep la  Dinas  Pelkerjaan 
Umur dan Energi Surber Daya Mineral 

Pasal 32 

Untuk men yu le  Dggrakan tugas sebagairmanan dirnalsud da la mn  Pesa  31, Bidang 
Energi dan Surber Daya Mineral mempunyai fungsi 
a peoyuunan an peiak""""an teins. program, pembi n  don  

bimnbingan teknis di bidang energi dan umber daya mineral 
b. Pemberian perimbangan dan atau re#omendasi ljin Usaha 

Ketenagalistrik untuk Kepentingan Urum (IUKU) yang sarana maupun 
energi listriknya dalam Daerah 

e Pemberian pertimbanga den """9endow tzin Uahe peryredean 
tenaga listrike untuk Kepentingan Sendini (UKS) yang sarana instalasinya 
dalam Daerah 

d. Perencanaar penyediaan listnik pedesaan dan penerangan jalan di wilayah 
Deerah 

e. Penyuunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertamnbangan mineral 
batubara, paras bumi skala Daerah 

f Pemberian pertimbangan dan atau reorendasi izin usaha pertambangan 
mineral, dan batubara 

g Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksant in sin usaha dan / 
atau jasa pertamnbangan mineral, batubara Daerat 

h. peningatan kerjasama dan koordinasi bidang energi dan umber day 
mineral 

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang 
pemnbangunan energi dan sumnber darya mineral; 

j Pelaksanaan tugas tugas  lain yang dibenikan oleh Kep la Dinas Pekerja an  
Urumn  dan  Energi  Surber  Daya  Mineral sesuai tugas dan tungsinya 

Pasal 33 

(1) Bidang Energi Surber Daya Mineral terdini dart 
a Seksi Energi 
b. Selsi Surber Deya Mineral 



l 
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat () dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala 
Bidang Energi Sumber Daya Mineral. 

Pasal 34 

Seksi Energi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan meryusun serta 

melaksanakan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan bidang energi 

Pasal 35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 34, Sesi 
Energi mempunyai fungsi 
a penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimnbingan teknis 

dibidang energi 
b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang energy, 
c. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Daerah 
d. Pemberian pertimbangan dan atau reomendasi ljin Usaha Ketenagalistrik.an 

untuk Kepentingan Urum (UKU) yang sarana maupun energi listriknya 
dalam Daerah 

e. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi lzin Usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk Kepentingan Sendini (IUKS) yan sarana instalasinva 
dalam Daerah 

f. Pembinaan dan pengawasan pelasanaan usaha ketenagalistnik.an yang 
izinnya diberikan oleh Daerah 

g. Perencanaan penyediaan listrik pedesaan dan penerangan jalan di wilayat 
Daerah 

h. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi iokasi pendirian kilang dan / 
atau tempat penyimpanan ( stasiun ) migas 

i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Energi; 
j Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Energi Surber 

da ya Mineral sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 36 

Seksi Surber Daya Mineral mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan 
menyusun pedoman serta petunyuk pelaksanaan pembinaan pengerbangan 
Surber Daya Mineral, 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimnaksud dalamn Pasal 36, Selsi 
Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi 
a penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan birnbingan teknis 

dibidang sumber daya mineral; 
b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang sumber daya mineral 
c. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi teknis untuk izin 

pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air 
tanah pada wilayah Daerah; 

d. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi izin usaha pertambangan 
mineral, dan batubara; 

e. Penyusunan data wilayah konservasi air tanah dalarmn wilayah Daerat 
f Penyusunan zonasi permanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung 

geologi pada wilayah Daerah 
g. Penyusunan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan 

bencana dan kawasan lingkungan di wilaryah Daerah; 
h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerath 
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i penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi sumber daya mineral 

j Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang ESDM sesua 

tugas dan fungsinya 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 38 

(1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teinis operasionai dinas dipimnpin 
oleh seorang epala yang berada dibawah dan bertanggungawab kepada 
Kepala Dinas ; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis mempunyat fungsi 
a. pelayanan urumn, 
b pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya 
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina 

Marga Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral sesuai tugas dan 
fungsinya 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penerpatannya dalamn Benita Daerah Kabupaten 
Jepara 

Ditetaplan di Jepara 
pada tanggal , ye 

BUPATT JEPARA. 

• 

HENDRO MART.JO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

HOLIH 

Ser«%e 

Ast 

Keas 
Ksub.1 

%. 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 
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